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BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR
1 TAHUN 2005, TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menir..bang

Mengingat

a.

KABUPATEN CIAMIS
BUPATI CIAMIS,

bahwa kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1
Tahun 2005;

. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3363);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih Bebas cari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003 tentang Keuangan Nagara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

“ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tainun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (l.embaran Negara “ahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355); »

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undar.gan (Lembaran Nég;ra Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



8. Undang-Undang Nomor

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Pengelolaan dan Ta

gara Tahun 20
Lembaran Negara Nomor 4355); 04 Nomor 125, Tambahan

Undang-
Keuanga;mdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan mengenai T

Perigliotnata ata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Tambahan Len (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 90,
mbaran Negara Nomor 3432);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4165);
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 20C1 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimp:nan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lerﬁbaran Negara Nomor 44177,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman  penyusunan, Pertanggungjawaban dan  Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksaraan Tata Usaha keuangal? Daerah.dan
Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengu}(u:al;aléz;lwez:;g;a)gtgs vCriaarr]r’lis Nomor 17 Tahun 2004 tentang
EZTct:rrlZ Straiejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;
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21 Peratu
fan Daera N
Kedudukan p h Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang

! rotokoler dan Keua ol
Perwakilan Rakyat Daerah, ngan Pimpinan dan Anggota Dewan

Memperhatikan : 1. kap .
. *putusan p )
Nomor 25 ewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2004 ¢ .
P i entang Peraturan Tata Tertib Dewan
€rwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Hasil )
Pemerii?:r?t;( Kerja - antara Panitia  Anggaran DPRD dengan unsur
Surat Ket abupaten Ciamis tanggal 29 Maret 2005.
tanggal 1gaAD§wan Perwakilan Pakyat Daerah Kabupaten Ciamis
fgriia Pril 2005, Nomor 173/272/DPRD/2005, perinal Usulan

Langan Kesejahteraan dan Penunjang Kegiatan DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetankan  :  PERATURAN BUPATY CIAMIS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Ciamis;

b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;

C. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis;

d. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyzt
Daerah, Panitia Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatar;,
Panitia Anggaran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan;

e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;

f. Komisi adalah komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ciamis;

g. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan
pendekatan masalah kegiatan DPRD;

h. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Ciamis;
i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Ciamis;
j. Sekretaris DPRD adalah Selretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Ciamis;

kK. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Staf Sekretariat Dewan Penwvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ciamis dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam
kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;



Kunjungan <erja adalah
Rakyat Daerah
dan fungsinya;

m. Penghasi impi
ASu?anssi”alsesergz;nnan Ctjian Anggota QPRD sebagai standar premi
DPRD yang torgn | adalah penghasilan Pimpinan dan AleQOta
jabatan, tungan ana” uahg representasi, uang paket, tunJangla.n
tunjangan panitig panitia  musyawarah, tunjangan komisi,
tidak termasukta'anggaran dan tunjangan badan kehormatan,

A i Ur_uangan alat kelengkapan lainnya;

. un]angan. Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepadg Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan
p_emellharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/rumah
d!nas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian
thas, uang duka wafat/tewas dan biaya-biaya pengurusan
jenazah;

0. U.ang‘ jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

p. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yanj
disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.

Kab Deléksanaan kunjungan Dewan Perwakilan
upaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan tugas

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya
diberikan tunjangan pemeliraraan kesehatan dan pengobatan;

(2) Tunjangan pemeliharaan dan kesehatan dan pengobatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi
Kesehatan yang ditur.juk oleh Bupati;

() Standar maksimal besarrya Premi Asuransi Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 4 %
(empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu)
rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas
jabatan;

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya
dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Guna mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang kepada
Pimpiran DPRD mendapat bantuan pembelian Bahan Bakar
Minyak/Felumas berupa uang, dengan ketentuan :

a. Ketua sebanyak 350 liter BBM dan 1 Galon Pelumas/bulan.
b. Wakil Ketua sebanyak 300 liter BBM dan 1 Galon Pelumas/bulan.
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(4) Dalam hal pj
P .
IMmpinan  DPRpP berhenti atau berakhir masa

baktin\/a ..
pe”en’gklapav:]?lz Mmengembalikan rumah jabatan beserta
kepada PEmeriﬁta:aS kel:‘dnraan dinas dalam keadaan baik
aera i -
tanggal pemberhentian. paling lambat 1 (satu) bulan sejak
Pasal 4

(1) Anggota DPRD ¢

apat disedi : 3
dinas beserta per pat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah

- lengkapannya;
(2) 3gzgjaankazepr:;z|;hzraan rumah dinas dan perlengkapannya
(3) Dalam hal An nggaran Penldapatan dan Belanja Daerah;
b ggota DPKD diberhentikan atau berakhir masa
nya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta
per-lengkapannya dalem keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
paling amba 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 5

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan
dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Pasal 6

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
(2) Stendar satuan harga tertinggi dan jenis pakaian sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebcsar Rp. 1.200.000,- (satu juta
dua ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1
(satu) masa jabatan.
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu
rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus
lima puluh ribu rupiah per-stel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1

(satu) tahun.

Pasal 7
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli

waris diberikan :
a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau

apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang
duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
h. Bantuan biaya pengurusan jenazah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

lima ratus ribu rupiah).




Pasal 8

(1) Pimpinan atay Anggota DPRD
mengakhiri masa baktin
(2) Besarnya uarg jasa
(1) disesuaikan den

yang meninggal dunia atau

ya diberikan uang jasa pengabdian;

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat

a. Masa bakti ky gan rjasa bakti dengan ketentuan :

rang dari 1 (catu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun
penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang
reprasentasi;

+ Masa akti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian 2 (dua) bulan vang representasi;

- Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
€. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi,

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang
jasa pengabdian sebagaimana aimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada ah!'i warisnya;

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 9

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa kegiatan:
a. Kunjungan kerja;

b. Penyiapan, pengkajian dan  penelaahan/pembahasan
Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD dan terhadap masalah-
masalah khusus;

c. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme

d. Dukungan  koordinasi  kegiatan = pemerintahan  dan
kemasyarakatan;

. Kegiatan kepanitiaan;

f. Rapat-rapat fraksi.



Pasal 10

(1) Kunjungan kerja dala,

wewenang DPRD gijg N rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan

keluar Propinsi ksanakan di dalam, diluar Kabupaten dan
dengan tidak terlaaTZa untuk hai-hal penting dan mendesak
Belanja Daerah; membebani Anggaran Pendapatan dan

(2) Kunjungan kerja berupa studi
(empat) kali dan reses dilakuka
kali dalam 1 (satu) tahun:

(3) Pelaksanaan kegiatan re I
kepada yang bersangk
sesuai dengan ketentua

banding sebanyak-banyaknya 4
N sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

ses, kunjungan kerja dan kegiatar. koordinasi

utan dabzat diberikan biaya perjalanan dinas

) N yang berlaku, dengan ketentuan :

a. Elzggatsn dalam rangkg reses selain biaya perjalanan dinas dapat

rikan tambahan biaya makan setinggi-tingginya sebesar Rp.
75.000,~ (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari.

Kegiatan kunjungan kerja dan kegiatan koordinasi yang lebih dari

24 (Dua puluh empat) jam kepada yang bersangkutan dapat

diberikan tambahan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar

Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Tarif perjalanan dinas disetarakan dengan lumpsum Pegawai
Negeri Sipil Golongan 1V;

(5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan
dalam bentuk studi banding dapat menggunakan jasa travel
dalam satuan paket biaya mencakup :

C. Biaya transportasi

d. Biaya Akomodasi

e. Uang saku setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu
rupiah) per hari.

Pasal 11

(1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyusunan/pembahasan
Peraturan Daerah dan. masalah-masalah khusus lainnya
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
tunjangan per paket bahasan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari
tunjangan Jabatan Ketua DRD .

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan
Jabatan Ketua DPRD

c. Sekretaris sebesar 4% (
Jabatan Ketua DPRD

d. Anggota sebesar 3%
Ketua DPRD _

(3) Selain tunjangan sebagainiana dlrpa
diberikan bantuan baya transportasi s
ratus ribu rupiah) per paket bahasan;

empat perseratus) dari tunjangan
(tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan

ksud pada ayat (2), juga
besar Rp. 600.000,- (enam

e
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(1) Pimping, Pasal 12

N An .
UNtUK  mepy gkat,kgg‘)ta DPRD  diberikan pembiayaan kegiatan
DrofesiOnalisme. “an - kLem

: €Mampuan sumber daya manusia dan
emblayaan sebagaima
a ;

kegiatan berup Na dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
a. SOminar_

b. Pendigiy
. }aN dan pgaf.g )
:;eglatan sejenisnyaeldtlha”' Bimbingan tekhnis,work shop dan
¢ Pendidikan gap 10y’
(3) Dukungan pe & latihan yang bersifat non formal lainnya.

.bagi kegiatan peningkatan sumber daya
ud pada ayat (2) huruf a, b dan c

scbagaim '
meningkatkan kapasi 9aimana  dimaksud ayat (2) untuk

Pasal 13

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD
disediakan pembiayaan untuk melaksanakan dukungan koordinasi
/konsultasi dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

(2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Kegiatan pemerintahan, sosial, budaya atau keagamaan.

b. Dukungan koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat
propinsi, pemerintah Kabupaten Ciamis, FKD, Instansi lainnya,
organisasi kemasyarakatan, tokoh daerah dan anggota

innya.

. Besn;?:frjael:ﬁg I;engyeluaran’ serta st‘apdar biaya yang dikeluarkan
didasarkan atas prinsip-prinsip efektivitas dan eﬁSIGHS.I, kelayagan,
kepatutan, kewajaran, akuntabilitas dan transparansi sertg tndalf
bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan di

masyarakat;

(4) Pengeluaran dana untuk
dimaksud pada ayat (1) dgn a
setelah mendapat persetUJua(r:.an
rencana kerja, laporan,

pertanggung jawaban (SPJ).

k dukungan koordinasi sebagaimana
yat (2) dalam pasal ini dilaksanakan
dari Pimpinan DPRD disertai usulan
bukti-bukti pengeluaran/surat



Pasal 14

Rapat-ra

pat fraksi dj

kelengkapan ra‘;jtd”aku‘(a.n di gedung DPRD disediakan konsumsi dan
Kabupaten Ciamis. g mbEbénka” pada anggaran Sekretariat DPRD

(1) Unsur pend =aal. 18
atau Staf S::S:én@tgas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Da.erah
DPRD lainnya d'bae .DPRD atau lembaga yang membantu keg|atan.
dengan Standal b-I rikan .uang lelah kerja yang besamya. S?SU&I
(2) Dalam r biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis:
rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD unsur
pendukung dapat diberikan bantuan biaya kelancaran tugas staf
berupa uang transportasi, komunikasi, koordinasi, serta biaya
operasional lainnya yang komposisi serta besarannya ditetapkan
oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pimpinan atau anggota DPRD yang menerima uang lelah kerja
dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12 wajib memberikan laporan,
kronologis pelaksanaan kinerja, atau hasil kerja secard keseluruhan
sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada
Pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(5) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari
pertanggung jawaban keuangan pada Sekretariat DPRD;

(6) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan
oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan
pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan
pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan
Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

pasal 17

ya peraturan ini, maka :
ciamis Nomor 170/Kpts.366-Huk/2004 tentang

pemberian Lumpsum Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas bagi
Pimpinan dan para Pejabat struktural pada Sekretariat Dewan

perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Keputusan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan

pPimpirtan dan Anggota Dewan Pe-wakilan Rakyat Daerah.

‘Dengan berlakun
1. Keputusan Bupati

dinyatakan dicabut dan tidak berla<u lagi.
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Pasal 18

Ket@ﬂtu

Ntua ‘ ,

mengena? yang. belum cukup diatur dalam Peraturan ini, SepaﬂJang

Sekretaris Dtekn,s Pelaksanaannya akan diatur lebiti lanjut ole
ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 19
Perat ini -
il ;r?n.|n| Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
itinjau kembayi apabila diperlukan.

Agar seti
Pgrat usretuag grang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Ci:amis an ini- dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 April

BUPATI CIAMIS, /(ﬂ

2005

Diundangkan di Ciamis
padatanggal 21 4pril 2005

\ a ——
\OH-BESTA. RISWANA
TRITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
HUN 2005 NOMOR 12 SERI E




